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MOTTO

Perumpamaan harta pang mereka nafkahkan didalam kehidupan
dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung
hawa yang sangatl dingin, yang menimpa tanaman kaum yang
menganiaya diri sendiri, lalu angin itn merusaknya. Allah tidak
menganinya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri
mereka sendirt.

(Ali Imron: 117)

Manusia memane bukan semuanye weli Tapi mungkin sejarah juga
mengajari kita, bakwa keadaan tak sempurna bukanlah dasar untfuk
terus menerus menghalalkan kerakusan. Keadaan tak sempurna ifu
Justru alasan untuk kesedinan ditegur, unfuk mengerti rasa malu,
dan rasa dosa.

(Gandhi)
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Karva tulis ini kupersembahkan kepada:

1.

2.

Avahanda Drs. Bari Alkhofar dan Ibunda Sumiati yang tiada
hentinya memberikan do'a, kasih sayang serta dukungan
baik moril dan materiil.

Mas dan Adik-adikku tersayang, mas Aringgo Yuti Nendro,
adik Diasma Sandi Swandary, adik Ivan Transia Wismana,
adik Normala Mila Aszila, semoga kebersamaan kita selalu
tuk selamanya.

sahabatku, Uswah, Dian, mbak Sri, Ratna, Sofi, Utik.

. Suami dan anak-anakku kelak.

Almamaterkis

. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Angkatan 1997.
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KATA PENGANTAR

Dencan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah swt yang telah
melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikanuya karya
ilmiah vyang berbentuk laporan dari Praktek Kerja Nyata dengan judul
PELAKSANAAN  ADMINISTRASI  PENGEMBALIAN  KELEBIHAN
PEVBAYARAN PAJAK PER TAMBAHAN NILAI PADA KPP GUBENG.

Hasil Farya Higiah ini disusun terutama sekali guna memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya ( AMd ) pada program studi D I
Perpajakan Faku'tas [hnu Sosial dan flmu Politik di Universitas Jember. Dengan
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pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didapat penulis selama kuliah.
Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segenap kerendahan hati
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ¢
1. Bapak Prof Drs. H. Bariman, selakn Dekan Fakultas Tlmn Sosial dan Tinu

Politik Universitag Jember.

2. Bapak Drs. Sasongko, Msi, selaku Ketun Program Studi > HI Perpajakan
Fakultas Thuu Sosial dan Hlow Politik Universitas Jember.

3. Bapak Drs. Djoko Poemomo, Msi, selaku Sekretaris Program Studi D I
Perpajakan Universitas Jember.

4. Bapak H. Agus Sahm, SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
bitnbingan dan bantuan demi terselesainya penyusunan Laporan Akhir Magang
inl.

5. Bapak Drs. H Hartone Diulianto, selakn Dosen Wali yang telah memben
dorongan dalam penyusunan Laporan Akhir Magang ini.

6. Bapak Drs Karimuddin Sipahutar, selaku Kepala KPP Surabaya Gubeng yang
telah memberikan tempat kepada penulis dalam pelaksanaan program magang.

7. Tbu Dra. Kusmartini, selaky Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada KPP Surabaya
Gubeng vang telali memberikan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya

Laperan Akhir Magaug in.
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8. Bapak dan [bu tercinta, terima kasih atas perhatian, lukungan dan kasih
SAVAngny
9 Mas dan adik-adikke tersayang, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya
selama o
10. Teman-temankn yang magang pada KPP Surabaya Gubeng (Yunan, Nanang,
flsa. Tke. ita. Fristin, Nawang) terima kasih atas kekompakannya.
11, Teman-temaniu di Frogram Studi D I Perpajakan Angkatan "97, semoga tetap
kompak.
12, Keluarga besar Tanjung Limo , terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak luput dari
kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis akan menerima dengan scuang hati
kritik dan saran dari pembaca guna lebih sempurnanya laporan ini dar mudah-
mudahan laporan ini dapat bermantaat bagi para pembaca dan semua pihak yang
memerlukannya.
Akhir kata maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penulisan laporan i
terdapat kata-kata yang tidak berkenan dihati pembaca, dan semoga Allah swt selalu

memberi kita kesabaran, Amin.
Jember, Juni 2000

Penulis
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan dalam negeri pada anggaran pendapatan dan belanja
negara selama Pelita I sampai awal Pelita IV berasal dari sektor minyak dan gas
alam (sektor migas) akan tetapi perekonomian Indonesia mengalami berbagai
hambatan dan goncangan yang sangal mempengaruhi  kondisi perckonomian
indonesia karena hasil minyak mengalami kemunduran dan harga minyak semakin
menurun, sedangkan persediaan minyak dalam bumi Indonesia terbatas (non
renewable) maka pemerintah mengalami kesulitan dalam gegl penerimaan negara .
Keadaan ini sangatlah merugikan bagi kehidupan perekonomian kita dan
mengakibatkan penerimaan dari sektor minyak dan gas alam mengalami penurunan.
Keadaan perckonomian yang tidak menentu sangat berpengaruh terhadap
perekonomian Indonesia pada umunmnya dan penerimaan negara pada khususoya.

Untuk dapat menyesuaikan perekonomian dunia dengan keadaan yang ada
dan agar tetap dapat mempertahankan keadaan, perkembangan serta pertumbuhan
ekonomi pada tingkat yang lebih batk, maka Pemerintah berusaha untuk memperluas
dasar komposisi penerimaan dari luar sektor minyak dan gas alam (sektor non
migas). Sektor non migas tersebut diharapkan dapat berperan menjadi sumber
pembiayaan negara yang utama Sumber penerimaan negara selain dari sektor
minyak dan gas alam, dapat diperoleh dari sekior perpajakan, sebagai salah satu
sumber penerimaan negara. Sektor perpajakan merupakan pilihan yang sangat fepat
dikarenakan disaniping jumlahnya yang relatif lebih stabil, dari sektor tersebut
diharapkan adanya participasi aktif dari masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan. Oleh karena itu  sektor perpajakan kini merupakan penerimaan
negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembangunan yang mandiri, yang
kita harapkan sehingga akan dapal mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman-
pinjaman negara yang berasal dari dalam manpun luar negeri.

Untuk dapat menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan
yang utama, banyak kendala-kendala yang harus dihadapi yang dapat timbul dari
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pihak wajib pajak maupun dari aparat pajak Kendala-kendala tersebut dapat

menghambat sistern perpajakan yang harus dihindari ataupun dikurangi, sehingga

harapan semua pibak terhadap sektor pajak agar menjadi primadona penerimaan
negara dapat terwujud. Oleh karena itu sangat diperlukan peran aktif dari berbagai
pihak yang berkaitan dengan perpajakan, dalan hal ini adalah wajib pajak dergan
aparaf perpajakan.

Pada Undang-Undang Perpajakan yang dikeluarkan tahun 1994 terdiri atas

UU No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umnum  dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 11 tahun 1994 tertang perubahan atas

UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Burang Mewah Dengan adanya penyempurnaan peraturan

perundang-undangan diharapkan dalam peningkatan pelayanan pajak, ekstensifikasi

wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak, pengawasan administratif yang
lebih intensif khususnya atas wajib pajak potensial serta peningkatan kesadaran
wajib pajak. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan volume penerimaan dalam
negeri terutama dari sektor pajak yang merupakan tulang punggung penerimaan
negara.

Pada dasarnya sistem perpajakan mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk menegakkan kemandirian di dalam pembiayaan pembangunan nasional
dengan jalan lebib menggerakkan lagi segenap kemampuan sendiri dan
meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

2. Untuk menyederhanakan sistem perpajakan yaitu penyederhanaan jenis pajak
dan tarif pajak

3. Menyelenggarakan sistems pembayaran pajak yang adil dan wajar sehingga
wajib pajak semakin meningkatkan pemahamannya.

4. Pembenahan aparatur pajak baik prosedur, tata cara, jujur, disiplin dan mental
harus diterapkan secara baik.

5 Pembebanan pajak yang adil dan wajar sehingga dapat mendorong wajib pajak
untuk melaksanakan kewajibannya secara wajar dan untuk mencegah adanya
penghindaran pajak atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak wajar.
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Untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan serta untuk meningkatkan kesadaran perpajakan secara intensif
dan berskala nasional, perlu diselenggarakan berbagai upaya penyuluhan pajak baik
yang dilakukan oleh aparat perpajakan sendiri maupun yang dilakukan melalui
kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakal dan media massa Dan untuk
menopang tugas-tugas perpajakan yang semakin berat tersebut maka kemampuan,
profesionalisme serta integritas aparatur pajak harus terus ditingkatkan.

Karena itu prinsip-prinsip dasar yang dianut Undang-Undang Pajak yang
berlaku adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam rangka
pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong- royong.

2. Undang-Undang Pajak menganut prinsip Sel/ Assessmeni yaitu kepada wajib
pajak diberitkan kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih besar untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban puajaknya.

3. Secara keseluruhan lebib mencerminkan keadilan dan kepastian hukum melalui
perluasan basis pengenaan pajak dan penyederhanaan sistem pemungutannya

4. Penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan sehingga memudahkan bagi
wajib pajak untuk memenuhi kewajibanuya dan demikian pula bagi aparat pajak
unfuk mengawasi pemenuhan kewajiban wajib pajak tersebut.

5. Obyek dan subyek pajak dibuat seluas mungkin dengan tetap memperhatikan
asas keadilan dalam pemungutan pajak.

6. Meskipun penerimaan pajak perlu difingkatkan, namum sejalan dengan
perkembangan kegiatan ekonomi, sistem perpajakan harus tetap menarik bag
mnvestasi.

7. Selain itu pengenaan pajak secara berganda sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak yang diterapkan
sebagai sumber pendapatan  utama yang sangat penting peranannya bagi
kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pajak pertambahan nilai menduduki tempat
vang sangal penting karena meliputi seluruh lapisan maryarakat yang hasilnya
mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan dun Belanja Negara

(APBN), bahkan dapat diharapkan hasilnya akan lebih besar dibanding dengan
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pajak lain. Hal ini dikarenakan selurah rakyal Indonesia terlibat langsung dalam
pajak pertambahan nilai, karena secara langsung menyangkut produksi barang dan
jasa yang digunakan oleh rakyat sehingga rakyat sangal peka terhadap pajak
pertambahan nilai.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas
penyerahian Barang Kena Pajak (BEP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
oleh penjual kepada pembeli atas tambahan pitui dari suatu barang dan atau jasa .
Untuk Pengusaba Kena Pajak (PKP) yang menjual BKP atau PKP maka Pengusaha
Kena Pajak tersebut dapal mengkreditkan Pajak Masukannya dengan Pajak
Keluarannya. Apabila sias pengkreditan tersebut terdapat Pajak Masukan (PM)
yang dibayar / dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK), maka atas
kelebihan tersebut terjadi Pajak Lebih Bayar. Dan apabila terjadi pajak lebih bayar,
maka atas kelebihan pembayaran tersebul wajib pajak dapat mengkompensasikan
dengan masa pajak berikutnya atau dapat meminta kembali kelebihan pembayaran
pajaknya ( Restitusi ) pada Kaotor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar,
sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak dapat meminta kembali kelebihan pajaknya
ditempat Pengusaha Kena Pajuk tersebut dikukuhkan. Pengembalian pajak
merupakan salah saty hak dari wajib pajak yang diatur dalam Pasal 11 Undang-
Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umiun dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka penulis mengambil judul
PELAKSANAAN  ADMINISTRASI PENGEMBALIAN  KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK SURABAYA GUBENG .
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1.2. Tujuan Dan Kegunaan Program Magang
1.2.1 Tujuan Program Magang

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1.

re

Ghna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Diploma
Il Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan lmu Politik  Universitas
Jember.

Guua memperoleh gambaran pelaksanaan Administrasi Pengembalian
Felebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di KPP Surabaya
Gubeng.

Guna memperoleh sedikit masukan yang berarti bagi pemecahan masalah

dengan harapan dapat berguna bagi penulis dan pembaca

1.2.2 Kegunaan Program Magang
Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh adalah :

1.

Dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan dan
sebagai informasi tambahan bag pihak-pihak khususnya yang
berkepentingan dengan masalah Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilar.

Untuk melengkapi literatur pada Perpustakaan Fakuitas Ilmu Sosial dan
[lnw Politik dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
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BABII
KERANGKA PEMIKIRAN

2 1. Landasan teorni

2.1.1. Pengeriian Pajak

Definisi atan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Roclunat Soemitro, SH :

“Pajak adalah luran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

fangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umuim.

Dari definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut:

d

d.

Juran dari rakyat, artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara Iuran
tersebut bm:npa uang (bukan barang).

Berdasarkan Undang-Undang, artinya pajak yang dipungut berdasarkan atau
dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk, artinya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, artinya pajak yang dibayar
digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

luas.

2.1.2 Fumgsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

a Fungsi Budgetair

Artinya pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pembangunan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi Regulerend (mengatur) :

Artinya pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atan melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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2.1.3. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPIN)

Pajak Pertambahan Nilan barang dan jasa merupakan satu kesatuan sebagai

pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri yang dapat dipungut berkali-kali

(multi stages) pada jalur produksi dan distribusi.
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilax:

d

e,

PPN merupakan pajak tidak langsung

Artinya bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan
penanggung pajak alas pembayaran pajak ke kas negara pada pihak yang
berbeda. Pernikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli BKP/penerima
JKP, sedangkan penanggung pajak atas pemnbayaran pajak kekas negara adalah
PEP yang bertindak selaku penjual BKP/pengusaha JKP.

PPN merupakan pajak obyektif

Pajak obyektil adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak
ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya tatbestand (keadaan) sebagai
pajak obyektift Tunbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh
adanya ohyckh pajak, kondisi subyek pajak tidak ikut menentukan.

PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan didalam
negeri baik yang dilakukan perseorangan maupun badan

PPN bersifat netral

PPN dikenakan atas konsumsi barang/jasa sehingga mempunyai sifat netra’
terhadap pola konsumsi. Dan PPN menganut prinsip tempat twuan (Destination
principle) dalam  pemungutannya, yakni  dipungut ditempat  barang/jasa
dikonsumsi.

Mulii Stages Tax

Adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap nrata rantai jalur produksi
maupun jalur distribusi. setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN

mulai tingkat pabrikan sampai tingkat konsumen akhir dikenakan pajak.
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2.1.4. Pengertian Pengembalian Kelebihan Pembay aran Pajak

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak atau disebut Restitusi adalah Pembayaran kembali
pajak karena kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan perhitungan dengan
hutang pajak lamn.

2.1.5 Timbulnya Kelebihan Pembayaran Pajak
Kelebihan pembayaran pajak sebagi proses awal pengembalian kelebihan pajak

timbul karena:

a  pajak terutang/PE. lebib kecil daripada kredit pajak/PM.

Kelebilan pajak dapat timbul apabila pajak masukan lebih besar dari pajak
keluaran sehingga atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diminta kembalh.

b. Dibayar pajak yang scharusnya tidak terutang,

Apabila terjadi penyerahan yang bukan BKP kepada BUMN dan dipungut PPN
yang seharusnya tidak terutang, maka afas pembayaran PPN tersebut dapat
diminta kembali.

c. Keputusan keberatan/ banding,

Adanya permohonan dari wajib pajak dan dilérbitkwmya keputusan keberatan
sehingga diturunkannya pajak yang terufang dan terdapat kelebihan pembayaran
yang telah dibayarkan dan alas kelebihan pembayaran tersebut dapat diminta
kembali.

d. Pembayaran melebihi jumlah yang harus dibayar STP/SKP/SEPT.

Dalam hal ini terdapat kelebihan pembayaran dalam jumlah pajak yang harus
dibayar yang terdapat dalam STP/SKP/SKPT, dan atas kelebihan pembayaran
tersebut dapat diminta kembali

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan dilakukan atas dasar ketentuan

sebagai berikut:

a Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BEP) /
atan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN, dapat diminta kembali pada
setiap masa pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat (11), (12), Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1983.
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b. Kelebihan yang disebabkan oleh kegiatan usaha lainnya, hanya dapat diminta
kembali pada akhir tahun buku dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
PPN-nya menunjukkan bahwa jumiah Pajak Masukannya lebih besar daripada
jumlah Pajak Feluarannya. Ial ini ditegaskan pada pasal 9 ayat (10) Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1983.

Pajak Masukan yang dapat diminta kembali adalah:

a.  Pajak Masukan yang berasal dari perolehan Barang Kena Pajak/ atau Jasa Kena
Pajak yang diekspor.

b. Pajuk Masukan yang berasal dari perolehan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena
Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan
Penyerahian Kena Pajak.

2.1.6. Pengertian pemindahinkuan

Yang dimaksud pemindahbukuan (Pbk) adalah  memindahbukukan
penerimaan/setoran pajak (SSP) unfuk dibukukan pada hutang pajak yang sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pemindahbukuan dimaksud dilakukan antar
jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau
berlainan, untuk wajib pajak yang sama atau berlainan Jan juga antar Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam rangka pemindahbukuan setoran pajak, perlu dibuat bukti
Pemindahbukuan sebagai bukti adanya pembayaran pajak sebagaimana juga
pembayaran pajak melalui Kantor Penerima Pembayaran. Bentuk formulir bukti Pbk
dikenai dengan KP. PDIP.3.8. Pada bukti tersebut dicantumkan identitas Wajib
Pajak/Rubrik Pajak semula dan identitas Wajib Pajak/Rubrik Pajak kemana
pemindahbukunan dilakukan serta tanggal berlakunya Bukti Pbk.

2.1.7. MacanMacam Penindabbulaian
Pemindahbukuan dapat dilakukan sehubungan dengan :
a) Adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SXPLB.
Dalam hal ini dilakukan pemindahbukuan dari Rubrik Pajak yang berkurang ke
Pos PLB (Perhitungan Lebih Bayar) dan dant Rubrik Pajak yang bertambah

(kompensasi ke hutang pajak yang lain sesuai dengan Pasal 11 UU No.6/1983
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d.

=
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tentang Fletentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atan permohonan Wajib
Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak).

Telah difakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang yang
besarnya dinyatakan dalam SIK.PLB Pajak yang seharusnya tidak terhutang.
Adanya surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan
pembayaran  pajak., vyaitu antara  swat  kepufusan  atas  penmohonan
keberatan/bandime  ving  mengakibatkan kelebihan  pembayaran pajak  yang
besamya  dinyatakan  dalam Perhitungan Lebih Bayar karena Keputusan
FeberatanBanding (1P PDIP 5.29).

Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terhutang dalam surat
ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, yang
besamya dinyatakan dalam KP PDIP 5.29.

Adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

Adanya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagar hasil penelusuran yang
sepula di admmistrasikan dalam BPP. Dalam hal ini dilakukan pemindahbukuan
dart BPP ke Rubrik Pajak yang benar.

Adanya kesalahan dalam mengisi Swrat Setoran Pajak (SSP) baik yang
menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak yang lain yang dilakukan
oleh Wajib Pajuk sendiri atau Bendaharawan/Pemungut Pajak. Dalam hal i
dilakukan pemindahbukuan dari clemen yang salah ke elemen yang benar.
Adanya pemecahan seforan pajak yang berasal dari satu SSP menjadi beberapa
jenis pajak atan setoran dari beberapa Wayib Pajak; pemecahan ini diperiukan

karena Surat Setoran Pajak salah isi.
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2.1.8. Dolamen Dasar Pengembalian Pajak

Dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pajak didasarkan pada

keputusan/surat yang menyatakan adanya kelebiban pembayaran pajak dan

adanya hutang pajak yang dinyatakan dengan:

L)

3)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yang harus diterima dari
seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) dengan pengantar yang berupa
daftar pengantar SKPLB.

Penghitungan Lebih Bayar / PLB (KP PDIP 5.29) yang merupakan
penghitungan lebih bayar karena keputusan pengurangan atas ketetapan
atan adanya pembayaran lebih atas STP/SKP/SKPT. Dokumen ini
disiapkan oleh unit yang menatausahakan dokumen yang menunjukkan
adanya kelebihan pembayaran pajak. Apabila unit tersebut berada
diseksi vang mempunyai tugas melakukan urusan restitusi maka KP PDIP
5.29 dilampiri dokumen yang mendasarinya, nammn bila mnit berada
diluar seksi tersebut, maka KP PDIP 5.29 diterima oleh seksi yang
mempunyai tugas melakukan urusan restitusi sesudah disetujui oleh
Kepala I antor Pelayanan Pajak dengan penantar KP PDIP 5.41.

Data Hutang Pajak

Data hutang pajak adalah hutang pajak lain sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 aya(1) UU no.6 / 1983, diterima dari subseksi
TUPP/Penagihan. Untuk perhitungan dengan hutang pajak yang akan
datang atau dengan hutang pajak atas nama wajib pajak lain, didasarkan
pada sural permohonan wajib pajak (yang berhak atas kelebihan
pembayaran pajak). Seksi vang bertugas melakukan urusan restitus
meneliti  kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Apabila
dijumpai  kekurangan atau  kesalahan maka seksit itu  segera

menyampaikan hial tersebut ke seksi / subseksi yang bersangkutan.
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Apabila semua dokumen telah lengkap dan benar, maka kelebihan

pembayaran pajak dapat diproses sesuai prosedur.

2.1.9 Prosedur Adninistrasi Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan
Nilai Pada subseksi Tata Usaha Penerinman dan Restitusi Pajak.

£y

3)

Pencatatan Dokumen Yang Diterima

Surat ketetapan pajak lebih bayar/SKPLB (KP PDIP 5.29) dicocokkan
dengan surat pengantarnya. Setelah cocok, dicatat pada Buku Restitusi
(KP PDIP 5.22).

. Penerimaan Surat Permohonan.

Dalam hal wajib pajak belum mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak (pada SKPLB tidak tertera nomor/tanggal
permohonan), maka seksi penerimaan dan keberatan akan menerima surat
permohonan dari wajib pajak dan surat ini dicatat pada buku restitusi.
Permintaan Data Utang Pajak.
Setelah menerima SKPLB, Scksi Penerimaan dan Keberatan minta data
utang pajak pada seksi Penagihan/ TUPP dengan menggunakan formulir
Permimaan Data Utang Pajak (KP.PDIP 5.4). Formulir tersebut dibuat
dua lembar, dan disampaikan semuanya dimana lembar pertama akan
diterima kembali oleh Seksi Pencimaan dan Keberatan. Data Utang Pajak
yang diterima akan dicatat pada Buku Restitusi dan Pemberian Bunga
(KP.PDIP 5.22).

Dalam hal wajib pajak mempunyai cabang di KPP lain, perlu
dimintakan konfirmasi apakah ada utang pajak dari wajib pajak tersebut
yang ditatauszhakan di KPP lain. Permintaan konfirmasi tersebur
dilakukan pertelepon atau melalui faksimili, sedangkan jawaban dari
KPP lain dilakukan secara tertulis dalam waktu 7 hari sesudah
menerima permintaan tesebut.

Berkas Restitusi dan Kartu Restitusi (KP PDIP 5.41).

Dokumen tersebut digabung menjadi satu sebagai berkas restitusi.
Selanjutnya restitusi diproses dengan Berkas Restitusi. Dokumen lain
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4)

3)

6)

yang dibuat dalam rangka penyelesaian restitusi, digabung dalam berkas
ini juga.

Dibuatkan Kartu Restitusi(KP PDIP 5.41) untuk setiap wajib pajak yang
berlaku untuk selamanya. Kartu tersebut akan dapat dicegah agar jangan
sampai terjadi dua kali pemindahbukuan/pemberian restitusi atas satu
SKPLB.

Pembuatan Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak (NPPFPP/EP PDIP 5.28).

Proses restitusi diawali dengan pembuatan NPPEPP/EP PDIP 5.28 yang,
isinya adalah ringkasan data-data yang diperlukan unfuk memproses
restitugi vaity kelebihan pembayaran pajak, utang pajak dan permohonan
(Ist Berkas Restitusi).

Pengamanan Restitusi.

Pada walktu memproses restitusi harus dicek apakah terhadap SKPLB
dimaksud pemah dilakukan kompensasi (perhibmgan dengan utang
pajak lain) dan atau penerbitan SKPKPP dan SPMEP. Penelitian 1m
diperfukan agar jangan sampai KPP dua kali melakukan
pemindahbukuan/menerbitkan SKPKPP/SPMEP terhadap satu SKPLB.
Pembuatan Bukti Pemindahbukuan(KP PDIP 5.3).

Yang langsung dilakukan pemindahbukuan yang menyangkut perhitungan
kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak . Dalam rangka itu,
dibuat Bukti Pbk dimana dilakukan pemindahan dari rubrik pajak yang
lebih bayar ke rubrik pajak yang masih terutang,

7) Pembuatan Surat Keputusan Pengembalian Pembayaran

Pajak(SK.PKPP/KP PDIP 531) dan Surz’ Perintah Membayar
Kelebihan Pajak(SPMKP/KP PDIP 5.32).

Jika setelah dilakukan penghitungan dengan utang pajak yang lain masih
ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut akan
dikembalikan dengan menerbitkan SKPEPP dan SPMEP dalam jangka
waktn eifu bulan sejak permohonan diferima atau diterbitkannya

SKPLB.
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SKPKPP merupakan keputusan untuk mengeluarkan uang dari kas

" negara, sedangkan SPMKP merupakan perintah kepada Bank Tunggal/

Bank Operasional untuk mengeluarkan uvang sesuai jumiah  yang
tercantum dalam SKPEKPP/SPMEP.

Pengetikan SKPKPP dan SPMKP harus dilaksanakan dengan
cermat/rapi tanpa kesalahan, untuk menghindarkan dari penolakan oleh
Bank Pembayar dan apabila utang pajak yang lain jumlahnya sama atau
lebih besar daripada jumlah pajak mepurut SKPLB atau Perhitungan
Lebih Bayar atan pajak disumbangkan kepada kas negara, maka
SKPEPP dan SPMEP tidak perlu dibuat.

8) Penandatanganan SKPKFPP dan SPMEP.

Rerkas Restitusi disertai daftar pengantar SKPLB disampaikan kepada
Kasubsi TUPPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Kasi Penerimaan
dan Keberatan serta Kepala KPP, Restitusi diproses berurutan menurut
diterimanya SKPLB kecuali dipandang perlu penelitian seperluny?.
Disertakamya daftar pengantar SKPLB dimaksudkan agar pimpinan
meyakini keabsahan SKPLB dimaksud. _
- Lembar ke 1 dan 2 SKPKPP ditandatangani, sedangkan lembar
lainnya dipergunakan stempel tandatangan.
- Lembar ke 1 s/d 4 SPMKP ditandatangani, sedangkan lembar laimnnya
dipergunakan stempel tandatangan.
Pendistribusian Bukti Pbk, SKPKPP dan SPMEP.
Seteluh Bukti Pbk, SEPKPP dan SPMKP ditandatangani dan berkas
Restitui diterima kembali oleh Sub Seksi TUPPR maka dilakukan
pendistibusian dokumen sebagai berikut:
Bukti Pemindahbukuan (Pbk):
lebar ke-1 : untuk Wajib Pajak
lembar ke-2 - untuk Sub Seksi Rekonsiliasi
lembar ke-3 :  untuk Sub Seksi Rekonsiliasi
lembar ke-4 :  untuk arsip Sub Seksi TUPPR
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SKPKPP:
lembar ke-1 : unfuk Wajib Pajak
fembar ke-2 ¢ untluk Bank Pembayar
lembar ke-3 - untuk FPKN
lembar ke-4 . untuk Kantor Tata Usaha Anggaran
lembar ke-5 ¢ untuk Kanwil Ditjen Pajak

lembar ke-6 : untuk arsip (berkas Restitusi)

SPMEP:
Lesubar ke-1 ;  untuk Bank Pembayar, sesudah diuvangkan
disampaikan ke KPKN
Lembar ke-2 - wntuk Bank Pembayar, sesudah divangkan
disampaikan ke KPP
Lembar ke-3 ;. uniuk Bank Pembayar
Lembar ke-4 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke-5 : untuk KPKN
Lembar ke-6 : untuk arsip KPP
Lembar ke-7 : untuk Biro Keusangan
Lembar ke-R - untuk Kanwil Ditjen Pajak
10) Penyimpanan Bukti Pbk, Berkas Restitusi dan Dokumen Lain
- Sub Seksi TUPPR menerima lembar ke-3 Bukti Pbk dari Sub Seksi
‘Rekonsiliasi, kemudian digabungkan dalam Berkas Restitusi.
Berkas Restitusi disimpan berurutan dan teratuir dalam satu tahun.
- Dokumen yang melengkapi KP PDIP 5.29 dikembalikan ke unit
yang semula menatansahakannya.
- Kartu Restitusi disimpan tersendiri berurutan abjad.
11) Pengamanan SKPLB
Setelah proses restitusi selesai dilakukan, maka SKPLB harus dibubuhi
cap yang mudah terbaca dan menunjukkan bahwa atas SKPLB tersebut
telah dilakukan kompensasi/penerbitan SKPKPP/SPMKP. Dengan

demikian akan terhindar dua kali restitusi.
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12) Koordinasi dengan Instansi Lain

Dalam rangka mengamankan dan melancarkan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, KPP perlu melakukan koordinasi dengan Bank

Pembayar (Bank Indonesia/Operasional) dan KPKN menyangkut:

2 Kepala KPP menyampaikan spesimen tandatangannya dan pejabat
yang diberi wewenang umbuk menandatangani SPMKP (jika 1a
berhalangan) kepada Bank Pembayar.

b. Bank Pembayar ditentukan oleh Ditjen Anggaran/KPKN.

¢. Penyampaian SPMEP ke Bank Pembayar dan KPEN dilakukan
dengan  ekspedisi  khusus oleh petugas yang ditunjuk
(Kep.Menkeu. No:1121/KMK.04/1991).

d. Penyampaian SPMKP ke Bank Pembayar dan KPKN dilakukan
segera setelah ditandatangani.

e, Pemberitahuan ke KPKN apabila akan menerbitkan SPMKP
dalam jumlah besar dengan tujuan agar dananya tesedia; dengan
demikian penguangan SPMEP tidak tertunda.

13) Penguangan / Pembayaran SPMEP

a Penguangan SPMKP dilaksanakan oleh Bank Pembayar dengan
cara mentransfer/memindahkan jumlah pengembalian kelebiban
pembayaran pajak ke rekening wajib pajak pada Bank yang
tertera pada SPMKP, sedangkan wajib pajak yang bersangkutan
tidak perlu datang/tidak perlu membubuhkan tandatangan
penerimaan.

b. Apabila dalam SPMKP tidak tertera Bank dan nomor rekening
wajib pajak, maka pembayaran dilakukan setelah wajib pajak
menandatangani lembar-1, ke-2, dan ke-3 SPMKP.

c. Setelah SPMKP dinangkan, maka SPMKP lembar ke-2 akan
diterima kembali ofeh KPP dari Bank Pembayar, selanjutnya
dicatat pada buku realisasi restitusi (KP PDIP 5.36).

d SPMEP tersebut dicocokkan dengan buku restitusi. Setelah

dikefahui bahwa SPMEP lembar ke-2 dimaksud benar, dicatat
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tanggal penguangan pada kolom keterangan/baris wajib pajak
yang bersangkutan.

e, Dilakukan perekaman atas SPMEP lembar-2 oleh sub seksi
TUPPR atau seksi Pengolahan Data dan Informasi/Pengolahan
Data dan Tata Usaha Perpajakan sesual program  ydang
diaplikasikan pada KPP bersangkutan.

{ SPMED yang telah dirckam, disimpan oleh Sub Seksi TUPPR
berurutan tanggal penguangannya sebagaimana dicatat pada Buku

| Realisasi Restihlsi.'

2.1.10. Pemberian Bunga

Pemberian Bunea adalah pembayaran kepada wajib pajak karena Kantor
Pelayanan Pajak terlambat menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak
(SPMEP) setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Pada pasal 11 ayat
(3) Undang-Undang No.6 Tahun 1994 dijelaskan bahwa apabila pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan
pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan afas kelambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak. dihitung dari saat berlakunya batas waktu
sebagaimana  dimaksud (1 bulan) sampai  dengan  saaf dilakukan pembayaran

kelebihan pembayaran pajak.

2.1.11. Kenamgkinan-kennmgkinan yang dapat timbul  dalam pengajuan
permwhonan Pergembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai
A. Timbulnya Faktor Pajak Fiktif
Faktur Pajak Fiktif  merupakan Penyalahgunaan  liak pengembalian
kelebihan pembayaran pajak (restitusi PPN) oleh wajib pajak yang bukan
merupakan haknya dengan cara membuat fakiur pajak fiktif. Untuk  dapat
menghindari penyalahgunaan faktur pajak tersebut dapat dilaknkan dengan cara
mengantisipasi dan memperketal pengawasa mengenai Faktur Pajak yang

digunakan dalam pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dalam
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hal 1 memp‘ﬂkm: tanggungjawab dari pemeriksa yang melakukan pemeriksaan
sebelum diterbitkannya Swrat Ketetapan Pajak Lebil Bayar.
Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMEP) Lewat Wakiu,

SPMEP Lewal Waktu adalah SPMYP yang tidak divangkan pada tahun
anggaran  yang  bersangkutan  (Pasal 2 ayat  (3) dun (1)  Menken
No Ll 2 U/EMEL 04 1991). Hal atu ditandal  dengan  diterimanya kembali
SKPEPP dan SPMEZP dari Bank Pembuyar dan FPKN tanpa tanda penguangan.
SKPEPP dan SPMIP Lewat Waktu tersebut, dicatat pada Buka SPMEP batal
(KP PDIP 523) kemadian disimpan dalam berkas restitust (SPMKP batal).
Prosedur agar wajib pajak dapat menerima kembali haknya adalah dengan
mengajikan  permohonan  kepada  Kantor  Pelayanan Pajak. Jika surat
permohonan tersebut diterima oleh KPP, maka dicatat dalam buku restitus: (KP
PDIP 5.22) dan dicek bahwa SKPKPP/SPMEP terdahulu sudah diterima
kembali dari Bank dan KPEN kemudian diproses. Jika ada keraguan mengenai
belum divangkannya SPMEP yang dimaksud, maka dimintakan konfirmasi ke
Buank dan KPFN. Permohonan penggantian SKPY.PP Pengganti (KP PDIP 5.31)
dan SPMEP (KP PDIP 5.32). Pada setiap penggantian SEPKPP/SPMEP
dilakukan lagi perhitungan dengan hutang pajak yang lain, SEPKPP Pengant’
dan SPMEP yang baru dicatat pada Buku Restitusi. Dalam hal SPMEP belum
divangkan pada tahun  anggaran lalu, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan secara tertulis apabila dia masih berkehendak untuk menguangkan
SPMEP vyang telali lewal waktu atan akan menyumbangkan kelebihan
pembayaran pajakuya {termasuk pemberian bunga) kepada negara Hal im
dilakukan setelah menerima kembali SKPKPP dan SPMEKP yang belum
diuangkan tersebut dari Bank Tunggal/Bank Operasional 1 Dan KPEKN.

' SPMEP/SEPKPP Hilang,

Femungkinan SPMEP  hilang dapat terjadi - schingga menycbabkan
kelebihan pembayaran pajek tidak dapat divangkan. Prosedur agar wajib pajak
dapat mengatasi dan agar hak wajib pajak dapat diperoleh kembali adalah
sebagai berikut:
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1.

2.

SPMEP Hilang Ditangan Wajib Pajak.

Wajib Pajuk segera memberitahu Bank '1'1m§,qa]/ank Operasional 1 untuk
segera memblokir pembayaran SPMKP yang bersangkutan. Pemberitahuan
juga disampaikan kepada KPP yang menerbitkan SPMKP dan Kantor Polisi
setempat.  Berdasarkan laporan tersebut KPP segera mengirim
pemberitahuan tertulis kepada Bank untuk memblokir pembayarannya dan
meminta kembali SPMKP yang sudah disampaikan kepada Bank dan
KPEN.' Penggantian SPMKP dilakukan setelah KPP menerima Surat
Keterangan dari polisi dan lembar-lembar SPMKP semula dari Baok dan
KPEN, paling lambat satu minggu setelah menerima surat-surat tersebut.
Penggantian SPMEP diawali dengan menerbitkan SKPKPP Pengganti (KP
PDIP 5.31) dan dalam hal ini dilakukan lagi perhitungan dengan hutang
pajak yang lain kemudian dokumen dicatat pada Buku Restitusi sedang
SKPKPP/SPMEP yang dibatalkan, dicatat pada Buku SPMKP Batal (KP
PDIP 5.23).

SPMEP Hilang Dalam Perjalanan.

Wajib Pajak supaya memberitahu KPP bahwa ia belum menerima SPMEP
dan memohon pada KPP untuk menerbitkan penggantinya. Dengan adanya
laporan tersebut, KPP akan melacak kehilangan tersebut ke Kantor Pos
untuk melihat siapa yang menerima SPMKP tersebut. Bila ternyata SPMKP
disampaikan kepada yang tidak berhak, maka KPP segera mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada Bank dan KPKN untuk memblokir
pembayarannya dan minta agar Bank/KPKN mengirim kembali lembar-
lembar SPMKP yang telah diterimanya Berdasarkan surat permohonan
wajib pajak tersebut dan setelah menerima kembali lembar-lembar
SPMKP dari Bank/KPKN, maka KPP akan menerbitkan SKPKPP
Pengganti dan SPMEKP yang baru.
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2.2. Landasan Norneatifl / Undang-Undang
Dasm‘t Hukum / Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dalam
pelaksanaan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak antara lain :
4 Undang-Undang No.6 ‘Th.1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No.9 Th.1994 tentang Ketentuan Umunm dan Tata Cara Perpajakan.
b Undang-Undang No.8 Th. 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No.11 Th 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang mewah.
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BAB I
TAHAI’ PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

3.1. Tahap Persiapan

Dalam penyusunan laporan ini penulis melakukan persiapan-persiapan yang

diperlukan dalam rangka pengumpulan dan pencarian data yang akan digunakan

dalam penyusunan laporan ini. Persiapan-persiapan vang dilakukan adalah sebagai

berikut:

a Menentukan lokasi dan waktu
Lokasi yang penulis gunskan adalah lokasi yang digunakan penulis sebagai
tempat magang dalam rangka program magang yang merupakan salah satu mata
kuliah pada semester akhir dari program Diploma Il Perpajakan Fakultas Tlmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
Penulis sebagai mahasiswa Diploma III Perpajakan menentukan lokasi magang
pada Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya Gubeng. Diharapkan penulis dapat
menyusun laporan dari lokasi magang dan tanpa mendapatkan kesulitan dalam
mengumpulkan Jata yang diperlukan.

b. Melakukan Persiapan Khusus
Penulis melakukan persiapan  wawancara dengan memyusun beberapa
pertanyaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Administrasi Pengembalian
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

¢. Penyusunan Dalta
Dari wawancara lersebut penulis memperoleh data yang diperlukan dan yang
dapat dilubungkan dengan berbagai sumber data lannya dan dari Undang-
Undang vang berlaku schingga data tersebut dapat tersusun dan dapat penulis

gunakan dalam penyusunan laporan.
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3.2. Tahap Pengungpulan Data

Metode pepgumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan i

adalah sebagai berikut:

d.

b

Metode wawancara (lnterview)

Dalam metode ini pengumpulan data dilakukan dengan cara inengadakan
wawancara dan (anya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait
guna memperoleh penjelasan-penjelasan yang dapat memperkuat data yang
dibutubkan dalam demi kelancaran penyusunan laporan ini.

Metode Observasi (Pengamatan)

Tehuik pengumpulan data vang diperoleh dengan jalan melakukan pengamatan
secara langsung dilapangan khususnya di Kantor Pelayanan Pajak guna

memperoleh informasi dari data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

. Studi Kepustakaan

Dalam metode ini pengumpulan data dilakukan dengan mencan data-data
melalni  literatur-iiteratur  yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas.

3.3. Tahap Pengolalum Data
Data yang diperoleh penulis dari hasil pengamatan yang telah dilakukan pada

waktu pelaksanaan program magang pada Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya

Gubeng, terdiri atas dua sumber, yaitu:

a. Sumber data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalni hasil wawancara untuk
memperoleh keterangan dan penjelasan dari pibak yang berkompeten dan diakui
kemampuaniya yang berkaitan dengan masalah yang disusun dalam laporan ini.

Dalam hal ini adalah Karvawan Kantor Pelayanan Pajak.
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b. Suraber Data Selunder
Data-data  tertulis  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan
perpajakan, buku literatur, majalah-majalah, tolisan-tulisan atan makalab yang
dapat ;lijadikzm fandasan (eoriis dalam penyusunan laporan. Dari sumber data
yang diperoleh tersebut dikampulkan, disusun dan diolah kembali sedemikian
rupa dengan jalan menghubimgkan dan memadukan data yang berkaitan dengan
pexmaéaiahmx Pelaksananan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai.

Tahap Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah
Deskriptif: Kualitatif yaity Analisa yang diperoleh dan wawancara (Interview)
dan studi literatur yang kemudian ditnangkan dalam bentuk uraian yang dianalisa

untuk mencapai kejelasan dart masalah yang dikayi.

Tahap Kesimpulan

Kesimpulan dalam suatu permasalahan harus berdasarkan pada data yang
diperoleh dalam kegiatan penelifian dan yang telah dianalisa, sehingga dapat
ditentukan jawaban dari masalah yang dikemukakan. Dalam menarik kesimpulan
dari penelitian digunakan Metode Deduktift Metode Deduktif adalah cara
menarik kesimpulan berdagarkan hal-hal yang bersifat umum untuk dapat
disimpulkan menjadi hal-hal yang sifatnya lebih khusus.
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BABIV
GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

4.1. Sejarah Singkat Lokasi Magang
Kantor Pajak di kota Surabaya pada awalnya hanya ada satu yang berupa

Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat
Jenderal, Kantor Inspeksi Kenangan diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak
Surabaya. Kota Surabaya semakin lama semakin berkembang dengan pesat, hal ini
mendorong Pemerintah untuk mengembangkan Kantor Inspeksi Pajak tersebut
dengan membagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya

2. Kantor Inspeksi Pajak Mojokerto, Gresik, dan Sidoarjo
Semakin lama kota surabaya semakin mengalami perkembangan dan kemajuan,
keadaan seperti ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah pengusaha-
pengusaha. yang mana pengusaha (ersebut merupakan wajib pajak yang akan
diwajibkan untuk membayar pajak. Dengan semakin bertambahnya jumlah Wajib
Pajak, Pemerintah berusaha untuk menambah kantor pembayaran pajak guna
mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Maka dari itu
pada tahun 1971 Pemerintah membagi lagi Kantor Inspeksi Pajak menjadi 3
(tiga) bagian, yailu

1. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Utara

2. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan

3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur
Kemudian pada tahun 1988 dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kantor Tnspeksi Pajak Surabaya Utara

2. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Selatan

3. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Timur

4. Kantor Inspeksi Pajak Surabaya Barat
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Pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri, Direktorat Jenderal Pajak
mengadakan pengorganisasian schingga Kantor-kantor Inspeksi  Pajak  dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Kantor Inspeksi Pajak
2. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Pada Undang-undang Perpajakan tahun 1983 dijelaskan bahwa pemungutan
pajak memakai sistem Self Assessment dimana Wajib Pajak dipercaya oleh
pemerintah untuk melapor, menghitung, dan membayar sendiri hutang pajaknya, oleh
karena itu Kantor Inspeksi Pajak berfungsi sebagai Kantor Pelayanan Pajak Farena
sesual dengan fugasnya yaitu melayani wajib pajak.
Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya, masing-masing mempunyai nama yang diambi)
berdasarkan wilayah kecamatan yang terbesar. Dan sesuai dengan Surat Keputusan
tersebut pembagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya menjadi
sebagai berikut :
1. KPP Surabaya Utara yang bernama KPP Swabayva Erembangan
Meliputi wilayah sebagai berikut:
a Kecamatan Krembangan
b. Kecamatan Semampir
¢. Kecamatan Pabean Cantikan
d. Kecamatan Bubutan
KPP Surabaya Selatan yang bernama KPP Surabaya Tegalsari.

2

Meliputi wilayah sebagai berikut;
a.  Kecamatan Tegalsari
b. Kecamatan Genteng
c. Kecamatan Wonocolo
d. Kecamatan Wonokromo
3. KPP Surabaya Timur yang bernama KPP Surabaya Gubeng.
Meliputi wilayah sebagai berikut;
4. Kecamatan Gubeng
b. Kecamatan Rungkut

c. Kecamatan Sukolilo
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d. Kecamatan Simokerto
e. Kecamatan Eenjeran
f Kecamatan Tambaksari
4. KPP Surabaya Baral yang bernama KPP Surabaya Sukomanunggal.
Meliputi wilayah kerja sebagi berikut:
4. Kecamatan Sukomanunggal
b. Kecamatan Sawahan
¢. Kecamatan Tandes
d. Kecamatan Benowo
Kemudian  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI
No.O4/KMEK.01/1994  Jakarta tanggal 29 maret 1994, melampirkan
Pengorganisasian, sehingga Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Surabaya
khususnya terdiri dari 6 (enam) KPP, yaitu:
1. KPP Surabaya Krembangan yang meliputi wilayah sebagai berikut:
a Kecamatan Krembangan
b. Kecamatan Pabean Cantikan
c. Kecamatan Semampir
2. KPP Surabaya Tegalsari yang meliputi wilayah sebagai berikut:
a.  Kecamatan Tegalsari
b. Kecamatan Asemrowo
Kecamatan Sawahan
d. Kecamatan Dukuh Pakis
KPP Surabaya Gubeng yang meliputi wilayah sebagai berikut:

a

a2 Kecamatan Gubeng
b. Kecamatan Tambaksari
¢. Kecamatan Kenjeran
d. Kecamatan Mulyorejo
e. Kecamatan Sokolilo
4. KPP Surabaya Sukomanunggal yang meliputi wilayah sebagai berikut:
a. Kecamatan Sukomanunggal

b. Kecamatan Tandes
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¢. Kecamatap Benowo

d. FKecamatan Lakarsantri
5. KPP Surabaya Genteng yang meliputi wilayah sebagai berikut:

a Kecamatan Genteng

b. Kecamatan Bubutan

¢. Kecamatan Simokerto
6. KPP Surabaya Wonocolo yang meliputi wilayah sebagai berikut:

a Kecamatan Wonocolo

b. Kecamatan Wonokromo

Kecamatan Jambangan

d. Kecamatan Karangpilang

g. Fecamatan Gaynngan

{ Kecamatan Wiyung

g Kecamatan Tenggilis Msejoyo

h. Kecamatan CGunung Anyar

i.  Kecamatan Rungkut

Demikian sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng dan
diharapkan dari adanya pembagian Kantor Pelayanan Pajak tersebut akan dapat
memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dengan mempermudah

pengawasan dan pelaksanaannya dalam peningkatan sumber penerimaan negara.

4.2, Struktwr Organisasi dan Uraian Tugas
4.2.1. Struktur Organisasi

Pada daswnya penyusunan struktur organisasi sangat penting dalam suatu
Instansi / Kantor. Karena dengan adanya struktur organisasi tersebut para pelaksana
organisasi akan dapal mengetahni dan memahami dengan mudah tentang tugas,
wewenang, dan tanggungjawabnya. Struktur organisasi merupakan pembagian tugas
yang memadukan orang-orang yang ada pada suafu organisasi untuk dapat saling
bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan daripada organisasi tersebut. Tujuan

dari Struktur Organisasi adalah agar dapat digunakan sebagai pedoman dan
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pegangan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya serta demi

terwujudnya suatu sistem kerja yang baitk.

4.2.2. Uraian Tugas

Tugas dari masing-masing bagan struktur organisas) Fantor Pelayanan Pajak

dapat dijelaskan sebagai berikut;

I.

!\J

Kepala Fantor Pelayanan Pajak, mempunyai tugas sebagm berikut:

a.

b.

Bertanggungjawab sebagai Kepala KPP dan Bertanggungjawab juga kepada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ( Kanwil Ditjen Pajak ).
Menkoordinir semua pelaksanaan tugas perpajakan baik penefapan tekms

mavpun admimistrasi,

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tngas: melakukan wusan tata usaha,

kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga.

Sub Tata Usaha meliputi:

a

Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai (ugas:
Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
Urusan Keuangan, mempunyai tugas:

Melakukan wrusan keuangan.

Urizan Rumah Tangga, mempunyai fugas:

Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Seksi pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas: melakukan urusan

pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta

melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi meliputi:

4.

Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran, mempunyai tugas:

Melakukan urusan tata usaha data masuk dan data keluar dan mengecek
kelengkapun dan kebenaran formal data masuk dan data keluar.

Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas:
Melakukan pengolahan data dan informasi.

Sutb Seksi l'enggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikast wanpb pajak,

mempunyai fugas:
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Melakukan ukuran pengealian potensi pajak dan mencari data untuk
ekstensifikasi wajib pajak serta penyusunan monografi pajak.

Soksi Tata Usaha Perpajakan, mempunyai tugas: melakukan urusan tata usaha

wajib pajak, penerimaan dan pengecekan surat pemberitahuan serta penerbitan

surat ketetépzm pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan meliputi:

2 Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak, mempunyai tugas:

Melaksanakan wrusan pendaflaran wajib pajak dan penyampaian Surat
Pemberitatman (SPT).

b, Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), mempunyal tugas:
Melaksanakan wusan penerimaat dan pengecekan SPT.

¢ Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas:
Melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Kearsipan Berkas
Wajib Pajak.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan, mempunyai tugas: melakukan urusan dan

pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan

pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan
tahunan pajak penghasilan.

Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan meliputi:

4 Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan,
mempunyai tugas:

Malakukan urugan penatausahaan dan pengecekan sural pemberitalivan serta
memantay  dan menyusun laporan  efektivitas pembayaran masa pajak
penghasilan perseorangan.

b. Sub Seksi Verifikasi Penghasilan Perseorangan, mempunyal tugas:
Melaksanakan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan
pajak penghasilan perseorangan, wajib pajak tidak terdaflar, wajib pajak
yang tidak meniasukkan surat pemberitahnan,

Seksi Pajak Penghasilan  Badan, mempunyai  tugas: melakukan urusan

penatausahaan dan pengecckan surat pemberitahaan masa  serta melakukan

verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan PPh Badan.
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Seksi Pajak Penghasilan Badan meliputi:

a  Sub Seksi Pengawasan Pembayaran niasa Pajuk Penghasilan Badan,

mempunyal tigas:
Melukukan  urusan  pemantanan, penatausahaan, pembayaran —masa,
penelashan peryusunan  laporan efektifitas pembayaran masa, urusan
penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa PPh
Badan, wajib pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat
pemberitalmar masa PPh Badan.

b. Sub Scksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas:
Melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan PPh
Badan, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan sural
pemberitahuan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyal fugas:

melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa,

memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi
atus sural pemberitahuan masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan pajak

penghasilan. A

Seksi Pemotongan danm Pemungutan Pajak Penghasilan meliputi:

a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan PPh,

mempunyai tugas:
Melakukan urusan  pemantanan,  penatausahaan pembayaran  masa,
penelaghan dan penyusunan lalaporan efektifitas pembayaran masa, urusan
penerimaan dan surat pemberitehuan pajak dengan penghasilan karyawan,
rekanan, sewa deviden, dan royalti.

b, Sub Seksi Verifikasi Permungutan dan Pemotongan PPh, mempunyai tugas
Melakukan wrusan verifikasi afas surat pemberitahuan masa dan tahunan
PPh rekanan, sewa, deviden, bunga, dan royalti pajak yang tidak terdaftar
dan tidak memasukkan surat pemberitahuan.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyal

tugas: melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan

masa, memantan dan menyusun laporan perkembangan PEP dan kepatuhan surat
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pemberitahuan masa, melakukan urusan konfirmasi faktur pajak, serta melakukan

wrugan verifikasi atas surat pemberitahuan masa PPN, PPn Bm , dan PTLL.

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya meliputi

d.

Sub sekst PPN Industri, mempunyai tugas:

Melakokan wrusan penerimaan, penatansahaan dan  pengecekan surat
pemberitaliuan masa, memantay dan menatausahakan pembayaran masa,
menelaah dan menyusun laporan perkembangan PYP dan kepatuhan surat
pemberitahuan masa serata melakukan konfirmasi faktur pajak pada sektor
industri.

Sub Seksi PPn Perdangan, mempunyai tugas:

Melakukan uwrusan  peperimaan, penatausahaan  dan  pengecekan surat
pemeberitahuan masa, pemantay dan menatausahakan pembayaran magsa,
menelaah dan menyusun laporan perkembangan PKP dan kepatuhan surat
pemberitahuan faktur pajak pada sektor perdagangan.

Sub Seksi PPN dan PTLL. mempunyai tugas: _
Melakukan wrusan penerimaan, penatausahaan dan pengecekan surat
pemberitahuan masa, memantau dan menatausahakan pembayaran masa,
menelaah dan menyusun laporan perkembangan PEP dan kepatuhan surat
pemberitahuan faktur pajak pada sektor jasa dan pajak tidak langsung
laimnya.

Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL mempunyai tugas:

Melakukan urusan verifikasi surat pemberitahuan masa PPN dan PPn Bm
dan PTLL, PEP vyang tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan surat

pemebritahuan masa.

Seksi Penagihan, mempunyai tugas: melakuakan urusan tafa usaha piutang pajak

dan penagihan wajib pajak.

Seksi penagihan meliputi:

a

b.

Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas:
Melakukan urusn tata vsaha piutang dan tunggakan pajak.
Sub Seksi Penagihan, mempunya tugas:

Memipersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa
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10. Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai tugas : melakukan urusan tata
usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyeleseaian
keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan meliputi :

4 Sub sekst Tata Usaha Penerimaan dan Pengembalian Restitusi mempunyai
tugas : melakukan urusan tata usaba, penyusunan laporan penerimaan pajak,
pembukuan restitusi | membuat regester pemindahbukuan, mengolah dan
menatansahakan bermacam-macam penerimaan pajak serata mempersiapkan
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKXPP) dan
Surat Perinfah Membayar Kembali Pajak (SPMEKP).

b. Sub seksi Rekonsiliasi, mempunyai tugas :

Melakukan wusan  rekonsiliasi  penerimaan  pajak, pengolahan dan
penyaluran Suraf setoran Pajak serta Surat Perhitungan Pajak.

¢. Sub seksi Feberatan PPh, mempunyai tugas
Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPh.

d. Sub seksi Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas -

Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN, PPNBM
dan PTLL.

11. Kantor Penyuluhan Pajak, mempunyai tugas : melakukan urusan penyuluhan dan
konsultasi di bidang perpajakan kepada wajib pajak.

Kantor Penyuluhan Pajak meliputi :

a Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas
Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

b. Kelompok Tenaga Fungsional Penyuluhan Perpajakan, mempunyai tugas :
Melakukan penyululan serta pelayanan konsultasi di bidang perpajakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikatur Pajak, mempunyai tugas :
Melaksanakan verifikasi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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13. Kelompok Tenaga Fungsinaol Pejabat Sita Pajak Negara, mempunyai tugas :
Melaksanakan penagihan pajak negara sesual dengan perafuran perundang-

undangan yang berlaku

4.3. Uraian Tugas Sumber Data Utama
Dalam penyusunan laporan ini penulis mengambil judul Pelaksanaan

Adminstrasi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Petambahan Nilai pada

Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng Sumber data utama yang ditempati

penulis adalah pada sub seksi Tata Usaha Penerimaan dan Pengembalian Restitusi

dari seksi Penerimaan dan Keberatan. Adapun Uraian Tugas dari Sub Seksi tersebut
adalah sebagai berikul:

1. Mengedit daftar rekap cx. KK 26 Ex.SPH Terima, Pbk, Retur LP3 (SSP lembar
ke-2), ex. SPMKP yang diuangkan untuk bahan pencatatan komputer.

2. Menyiapkan laporan penerimaan pajak (LPP-I0).

3. Menatausahakan SKEPLB, PLB, dan data utang pajak yang diterima “dari
TUPP/Penagihan dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak yang meminta
pengembalian kelbihan pajak.

4. Menyelenggarakan pemindahbukuan (Pbk) dan kompensasi pembayaran pajak

5. Menatausahakan SPMEP yang batal karena salah penerbitannya atan rusak agar
SPMEP tersebut tidak dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak
berkepentingan sebagai bahan penerbitan SPMEP pengganti.

6. Menatausahakan SPMEP yang telah divangkan oleh wajib pajak untuk tertib
administrasi.

7. Menyiapkan SPMKP/SKPKPP pengganti atas SPMEP/SKPEPP yang tidak
diuangkan karena lewat waktw/lewat tahun anggaran.

8. Menafausahakan BPP.

9. Menerbitklan laporan perbendaharaan 8 ( P.8 ) atas dasar yang telah divangkan
dari Bank Pembayar untuk mengetahui realisasi pengembalian pajak pada KPP
yang bersangkutan.

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas para pelaksana pada sub seksi
TUPPR unfuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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1.4 Pernmasalahan

Penulis jngin membahas tentang Bagaimana pelaksanaan administrasi
pengembalian kelebihan pembayaran pajak khuusnya pada Pajak Pertambahan Nilai
pada Kantor Pelayanai Pajak di Surabaya Gubeng, apakah sudah terlaksana dengan
baik. Dan adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengembalian

Pembayaran Pajak ersebut.

4.5. Pembahasan
4.5.1. Proses Pelaksanaan Pengenbalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pertanbahan nilai ofeh sub seksi Tata Usaha Peperinman dan

Pengenbalian Restitusi

Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai
diawali dengan adunya pengajuan permohonan dari wajib pajak atas kelbihan
pembayaran pajak pertambahan nilai. Akan tetapi apabila perhitungan kelebihan
pembayaran sudah dimasukkan kedalam perhitungan pajak pada wakiu mengisi
Surat Pemberitahuan, maka saat memasukkan SPT tersebut sudah dianggap telah
memasukkan surat permohonan, schingga wajib pajak tidak periu  lagi
menyampaikan surat permohouan. Kelebihan Pajak tidak harus diminta kembali
(Restitusi), tetapi juga dapat dikompensasikan atan dimintakan  untuk
dipindahbukukan ke hutang pajak yang lain atan ke bulan berikutnya.

Dan apabila pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai dilakukan
melewati batas wakfu yang telah ditentukan yaitu 12 bulan, maka atas kelambatan
pembayaran kelebihan pajak pertambahan pilai tersebut pemerintah akan
memberikan bunga 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat berlakunya
batas waktu 1 bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
diterbitkan, dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
(SKPKPP) juga harus diterbitkan paling lama 12 bulaa sejak diterimanya sural
permohonan dari wajib pajak.

Administrasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan
pembayaran PPN adalah diawali dari adanya permohonan dari wajib pajak atau

pengusaha kena pajak yang menyerahkan sural permohonan ke Tempat Pelayanan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 35

Terpadu (TPT). Kemudian oleh petugas TPT diberikan tanda bukti surat
permohonan pengembalian pembayaran PPN dengan membuatkan daftar pengantar.
Kemudian surat permohonan dan daftar pengantar tersebut segera dikirimkam
kepada seksi PPN dan PTLL. Dari seksi PPN dan PTLL, surat permohonan tersebut
dimasukkan pada masing-masing sub seksi yang ada pada seksi PPN dan PTLL.
Setelah masuk pada masing-masing subseksi, kemudian dilakukan pemeriksaan yang
jangsung diawasi oleh Kepala Seksi PPN dan PTLL. Sesudah dilakukan
pemeriksaan tersebut segera dikirimkan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk
niinta persetujuan atas permnohonan kelebihan pembayaran PPN tersebut.

Setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani kemudian diberi nomor
wut pemeriksam dan diteruskan ke seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) untuk
segera menerbilkma.Sm'a{ Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Setelah SKPLB
diterbitkan beserta dafiar pengantaruya, oleh seksi TUP segera dikirimkan ke seksi
Penerimaan dan Eeberatan, pada seksi Penerimaan dan Keberatan dimasukkan padu
sub seksi yang bertugas memproses Restitusi yaitu Sub Seksi TUPPR ( Tata Usaha
Penerimaan dan Pengembalian Restitusi). Setelah menerima SKPLB beserta daftar
pengantarnya segera meminta data utang pajak pada sub seksi Tata Usaha Piutang
Pajak (TUPP) pada seksi Penagihan dengan menggunakan formulir permintaan data
utang pajak (KP PDIP S.4). Formulir tersebut dibuat dua lemtar, yang disampaikan
semuanya dimana lembar pertama akan diterima kembali oleh sub seksi TUPPR.
Data utang pajak yang diterima, dicatat pada Bukn Restitusi dan Pemberian Bunga
(KP PDIP 5.22), hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui apabila wajib pajak /
Pengusaha kena pajak mempunyai utang pajak lain.

Setelah mendapatkan data dan konfirmasi dari seksi Penagihan / TUPP,
keraudian dibuatkan Nota Penhitingan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak /
NPPEPP (P PDIP 5.28) dan pembuatan Bukti Pemindahbukuan (Pbk). Oleh sub
geksi TUPPR dokumen tersebut diteliti kembali kelengkapannya dan diteruskan
pada pelaksana daii sub seksi TUPPR untuk diteliti lagi dan kemudian dicocokkan
dengan surat pengantarnya dun setelah cocok dicatat pada Buku Restitusi (KP PDIP
5.22). Setelah diteliti oleh pelaksana kemudian berkas restitusi tersebut diteruskan

kembali ke sub scksi TUPPR unfuk ditandatangani. setelah ditandatangani
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diteruskan ke Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan untuk  disetujui - dan
ditandatangani.

Dari soksi Penerimaan dan keberatan diteruskan ke Kepala Kantor Pelayanan
Pajak untuk diteliti dan ditandatangan, setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak kemudian dilakukan pengetikan SKPEPP dan SPMEP besgerta
daftar pengantamnya. Setelah dilakukan pengetikan, diteliti kembali kebenaran
pengetikan tersebut oleh sub seksi TUPPR dan jika tidak terdapat kesalahan dalam
pengetikan segera ditandatangani yang kemudian diteruskan ke Kepala seksi
Penerimaan dan Keberatan untuk diteliti ulang dukomen tersebut. Setelah disetujui
dan ditandatangani oleh Kepala seksi Pengrimzut dan Keberatan, diterukan ke
Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan persetujuan atas pengembalian
kelebihan pembayaran pajak yang dimaksud. Setelah mendapatkan persetujuan dari
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan ditandatanganinya SKPKPP dan SPMKP
kemudian diteruskan ke bagian Agendaris untuk pembertan nomor dan tanggal
dikeluarkannya SEPKFPP dan SPMKP serfa mencafatnya pada Buku Register.
Kemudian SKPKPP dan SPMEP terscbut segera disampaikan kepada Bank
Pembayar dan F.PFIN agar dapat segera dilaksanakan dan tidak tertunda.

Jumlah Suraf Perintah Membayar Kembali Pajak ( SPMKP)  yang telal

dinangkan dan dapat terealisasi pada tabun 1998 / 1999 dan tahunl999 /

2000, adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1998 / 1999:

PPN  : Rp 11.365.933.633.-
PPnBm: Rp _ 99.658.750.- (%)
Jumlah : Rp 11.465.592.383 -

Pada tahun 1999 / 2000 :

PPN - Rp 11,182.976.525,-
PPnBm : Rp  37.371.250,- (+)

Jumlah : Rp 11.190.347.775,-
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4.52. Kendala-kendlala vang ada dalmn pelaksanaan pengenixlian kelebihan
penbayaran pajak pada b seksi Tata Usaha Penerinman dan
Penpgembalian Restitusi.

Dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan
nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng, setelah penulis melaknkan
pengamatan ternyafa kendala yang masil ada adalah kurangnya pengetahuan wajib
pajak dalam melaksanakan proses pengembalian pembayaran pajak. Hal i dapat
diketahui dengan kurangnya kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan
pengembulian pembayaran pajak. Keadaan seperti ini merupakan salah satu dari
kendala yang harus dibadapy oleh pihak waib pajak dan aparat perpajakan agar
dapat melaksanakan administrasi perpajakan yang baik sehingga akan tercipta

kelancaran dalam proses pelaksanaan pengembalian pajak.

4.6. Alternatif Penwcahan Masalah

Untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan tepal dan efektif, khususnya
pada pelaksanaan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak
pertambahan nilai, apabila dilihat dari kendala yang masih ada disebabkan karena
dari semua wajib pajak memang masih ada yang belum mengerti dan memabami
akan perpajakan khususnya mengenai proses pelaksanaan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak pertambalian nilai. Untuk dari pihak aparat pajak untuk selalu
aktif dalam memberikan pengarahan, penjelasan dan penyuluhan kepada wajib
pajak agar dapat memahami akan tata cara pelaksanaan pengembalian pembayaran
pajak yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar dalam
pengajuan pengembialian pembayaran pajak tidak terdapat kurangnya kelengkapan
administrasi yaﬁg dapat menghambat proses pelaksanaan pengembalian pembayaran
pajak. Agar pelaksanaan pengembalian pembayaran pajak dapat terlaksana dengan
baik maka .
|. Dari pihak Aparat tidak boleh menghambat proses permohonan pengembalian

kelebihan pembavaran pajak pertambahan nilai.

o

Pengusaha Kena Pajak / Wajib Pajak yang belum mengetahui dan memahami

fentang prosedur  dalam  pengajuan permohonan  pengembalian kelebihan
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pembayaran pajak pertambahan nilai, sehingga perlu diberikan penyuluhan dan
pengarahan yang dilalakan olel Eantor Penyuluhan Pajak yang ada pada Eantor
Pelayanan Pajak yang gecnai  dengan  peraturan penmndang-undangan  yang
berlaku.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

£ 1. Kesingrdin

Bahwa Administrasi Pelaksanaan Pengerubalian Kelebilan Pembayaran
Pajak pada Fantor Pelayanan Pajak di Surabaya Gubeng sudah berjalan dengan
baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak luput dan
adanyu suatu kerjasama yang baik antara wajio pajak dengan aparal pajak, akan
tetapi dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak {(Restitusi)
mazih sangal diperiukan adanya peran akiif dari pihak aparal pajuk maupui dari
pihak wajib pajak condirl. Peran aktif dari Aparat Pajak tersebut dimaksudkan
dalam memberikan pengetahuan, wawasan, pendidikan, penjelasan, serta
penyuluhan ataupun pengarahan-pengarahian bagi Wajib Pajak.

Pada pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak khususnya
pada pajak pertambraban nilai ternyata masih banyak wajib pajak yang pelum
mengerti dan memahamt mengenai proses pelaksanaannyd. Hal ini merupakan
hambatan dan kendala yang dapat merpengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Untuk ifu sangat dibarapkan dari pthak
aparat untuk selalu membantn  dan melayani wajib pajak dalam pelaksanan
pengembalian kelebilan pembayaran pajak. Hal ini dimaksudkan agar Wajib
Pajak/Pengusaha  Eena Pajak mengerti  dan memahami  tentang  pelaksanaan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diharapkan agar sistem perpajakan
dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang beriaku yang tercantum
dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Adapun langkah yang harus
ditempuh dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilar;

1. Wajib pajak mengakan sural permolionan pads Tempal Pelavanan Terpadu
yang kemudian diteruskan pada seksi PPN dan PTLL
7 Pada seksi PPIN dan PTLL dilukukan pemeriksaan yang dinwasi langsung oleh

Fepala Seksi PPN dan PTLL dan diteruskan ke seksi Tata Usaha Perpajakan

39
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Y Dt ek Taln Usahe Perpajakan diterbitkan Surat Hetetapan Pajak Lebih
Gaya dan diteruskan ke Sub Geksi Tata Usaha Penerimaan dan Pengembalian
Restilug

4 sub Sekel TUPPR mengkonlivmasikan data utang pajak pada sub seksi TUPY

5 pada Sub Sk TUPPR dicatat pada buku restitusi dan dibuatkan kart restituss
dan pembuatan NPPEPE dan Bukti Pemindahibukian (Fbk)

6 Setelah mendapat pergetajuan dan ditandatangani olch Fepala seksi Penerimaan
dan ¥ eberatan dan Kepala Cantor Pelayanan Pajak segera dikeluarkan SKPKPP
dan SPMIZP untuk  dapat  divangkas melalii Bank Pembayar yang telah
difeginlam

3.2 SARAN

Fordasarkn uraian distas, penulis ingin memberikan sedikit masukan dan
saran vang mungkin dapat diperlikan dalam meningkatkan pelayanan pada wajib
pajok, khususnya wiib pajak yang akan mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembuayaran pajak (Restitusi). Dan penulis berharap agar dalam
pelayanan tersebut dapal sesual dengan prosedur yang telah ditentukan yang sesuai
dengan Undang-Undang Perpajakan. Penulis menberi sarw agar Kantor Pelayanan

Surabuya Gubeng  lebib sering mengadakan penynh;hm;-penyuiuhm) maupun

pengarahan-pengarahat kepada wajib pajak Khususnya wengenai proses dan tata

cara dalam mengajukan pengembalian kelebihan pajak (R estitusi), agar wajib pajak
dapat mengerfi dan mendapatkan kejelasan yang dapat dijadikan pengetahuan bagi
wajib pajak dan aga dulam pemeriksuan nanti tidak terjadi lagi kurangnya
keiengkapan admnisirasi dalam proses peneembalian kelebihan pembayaran pajak.
Dan agar Rantor Pelayanan Pajuk Surabaya Gubeug semakin meningkatkan
pelayanan kepadi Wajib Pajak agar mendapatkan kesan dan citra yang batk di

mata wajib pajak.
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